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TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN DI KECAMATAN
PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN

TAHUN 2024

CAMAT PARIGI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan
publik secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan
evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;

b. bahwa mutu dan kinerja pelayanan perlu diupayakan
untuk ditingkatkan secara berkesinambungan, oleh
karena itu pengaduan pelayanan dari masyarakat dan
pengguna pelayanan secara aktif diidentifikasikan
sebagai bahan untuk penyempurnaan pelayanan di
Kecamatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan di
Kecamatan Parigi dengan Keputusan Camat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5475);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011



Nomor 82) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);

4. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5363);

5. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang – undang Nomor  6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang –
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Undang– Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan
Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6623);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun



2011 tentang Standar Operasional dan Prosedur di
Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
704);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor
31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Pangandaran Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pangandaran  (Lembaran Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran
Nomor 5);

13. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 8 Tahun 2015
tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan
Pemerintahan dari Bupati kepada Camat (Berita
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor
08);

14. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran
(Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016
Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta
Tata Kerja Perangkat  Daerah di  Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 58);

15. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 72 Tahun 2016
tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata
Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten



Pangandaran Tahun 2016 Nomor 72).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Pengaduan di Kecamatan Parigi
dan menetapkan uraian tugasnya sebagaimana
tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan Tim Pengelola Pengaduan dan Konsultasi
Pelayanan sebagai tim yang bertugas untuk menampung
dan mengelola semua informasi yang diperoleh dari
masyarakat mengenai ketidakpuasan dalam pelayanan
yang diberikan dan pengambilan tindakan untuk
menentukan langkah- langkah selanjutnya;

KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikan atau perubahan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parigi
Pada Tanggal : 22 April 2024

CAMAT PARIGI,

NANA SUKARNA, S.IP
Pembina Tk.I, IV/b

NIP 196912131989101001



LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT PARIGI
NOMOR : 061/Kpts. -Kec/2024
TANGGAL : 22 APRIL 2024

A. SUSUNAN TIM PENGELOLA PENGADUAN KECAMATAN

PARIGI

KETUA WISNU MAULANA, S.IP

ANGGOTA 1. ASEP YAYAN KUSTIAWAN, S.IP

2. YAYAN INDRA R, S.IP

3. RUSGIAN NUGRAHA, S.IP

4. KHAMAL HARTADI

B. FORMAT FORMULIR PENGADUAN

TANGGAL

PENGADUAN

:

NAMA PENGADU :

UMUR :

ALAMAT :

JENIS

PENGADUAN

:

HARAPAN :

PENGADU PENERIMA

CAMAT PARIGI,

NANA SUKARNA, S.IP
Pembina Tk.I, IV/b

NIP 196912131989101001


